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BAB IV 

 

PENUTUP 

 
4.1 Kesimpulan 

 

 Rumah Sakit sebagai korporasi yang bergerak dibidang kesehatan sebagai 

badan penyelenggara pelayanan kesehatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan 

yang merugikan masyarakat khususnya pasien HIV AIDS dengan melakukan 

penolakan pemberian pelayanan kesehatan dan mengabaikan hak-hak yang 

dimiliki oleh pasien selaku konsumen kesehatan dan melanggar ketentuan-

ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia khusunya UU Tentang Kesehatan dan UU Tentang Rumah Sakit. 

 Rumah Sakit yang melakukan perbuatan tersebut yang dapat dikategorikan 

sebagai kejahatan korporasi, maka Rumah Sakit selaku badan hukum atau 

korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara pidana atas tidakannya itu dan dapat dihukum atau 

mendapatkan sanksi sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. 

 Penerapan sanksi terhadap Rumah Sakit sebagai korporasi menurut 

peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini, dapat dijatuhkan kepada 

korporasi adalah : 1) Pidana pokok meliputi pidana denda yaitu dengan 

pemberatan yaitu ditambah 1/3 (sepertiga). 2) Pidana tambahan berupa tindakan 

berupa penutupan korporasi untuk jangka waktu tertentu, atau pencabutan ijin 

korporasi, atau pembatasan terhadap aktivitas korporasi dapat dijadikan alternatif 

pengganti. 
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 Pemberian sanksi kepada korporasi tersebut bertujuan dalam upaya 

memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi serta untuk 

tercapainya hak-hak masyarakat sebagai konsumen kesehatan yang telah 

dirugikan oleh Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan atau 

dengan kata lain bertujuan untuk pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban 

berupa pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. 

4.2 Saran 

1. Harus diatur secara rinci lagi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana serta 

pengaturan mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak 

pidana.  

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terhadap hak-hak yang dimiliki oleh 

pasien sebagai konsumen kesehatan. 

3. Harus ada pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap Rumah Sakit yang 

melakukan penolakan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien. 
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